
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

T E N T A N G 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 

V TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAMA ESA 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat CD 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 
menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada Dewan Perwaki1 an Rakyat Daerah (DPRD) berupa 1aporan 
keuangan yang telah di periksa oleh Badan pemeri ksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan huruf a di - atas, maka pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten pacitan Tahun Anggaran' 2009 
ditetapkan dengan peraturan Daerah. • 

^ Hengingat ; 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Pacitan Dalam Lingkungan Propinsi 3awa 

/' Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagai mana telah di ubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor' 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak 
Atas Tanah dan. sangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan undang-uandang Nomor 20 Tahun 2000(Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3988); 



4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko1usi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3852); 

5. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
tambahan lembaran Negara Nomor 4421); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan waki1 Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 4712); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
Keuangan Badan uayanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standart 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang eantuan 
Keuangan Kepada partal P o l i t i k (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem 
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman 
Penyusunan Dan Penetapan standart Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4857); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4592); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemeri ntah Daerah Kepada Pemeri ntah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan 
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Pemerintah oaerah Kepada wasyarakat (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

28. Peraturan presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Beianja Penunjang operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata cara pengembalian Tunjangan 
Komunikasi i n t e n s i f dan Dana operasional; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Has11 Cukal Hasil Tembakau dan sanksi 
atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasi1 Cukal Nasi 1 
tembakau; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 
Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah 
beberapa k a l i terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan 
Nomor 11 Tanggal 18 l u l i 2007); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Poli t i k sebagai mana telah 
di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paci tan Nomor 24 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 
Tanggal 12 3ul i 2006); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan 3angka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tanggal 18 3ul1 2006); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Nomor 7 
Tanggal 18 Desember 2006); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 
4 September 2007); 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan 
Rakyat 3awa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Nomor 13 
Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 
4 September 2007); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2010 
Tanggal 30 Desember 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan 
Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009 ) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja oaerah Tahun 
Anggaran 2010 Tanggal 29 September 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor: 2 Tahun 2009 Tanggal 29 September 
2010).; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
Dan 

BUPATI PACITAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PEUKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja 

•aerah (APBD) berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. Neraca ; 
c. Laporan Arus Kas dan 
d. catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
usaha Milik oaerah / Perusahaan Daerah, 

Pasal 2 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp. 695.715.383.053,72 
b. Beianja Rp. 680.442.531.871,57 

Surplus Rp. 15.272.851.182,15 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 35.517.563.939,62 
- Pengeluaran Rp. 1.750.000.000,00 

surplus Rp. 33,767.563.939.62 



Pasal 3 
uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 sebagai berikut : 

( 1 ) Selisih anggaran dengan rea l i s a s i pendapatan sejumlah 
Rp. 4.423.064.082,26 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah Rp, 691.292.318.971.46 

perubahan 
b. Real1sasi Rp. 695.715.383.053.72 

s e l i s i h Lebih Rp. 4.423.064.082,26 
(2) Selisih anggaran dengan rea l i s a s i beianja sejumlah 

(Rp. 45.096.456.039,51) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran beianja setelah Rp. 725.538.987.911,08 

perubahan 
b. Realisasi Rp. 680.442.531.871,57 

s e l i s i h kurang (Rp. 45.096.456.039,51) 

(3) S e l i s i h anggaran dengan realisasi s u r p l u s / d e f i s i t sejumlah 
(Rp. 49.519.520.121,77) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp, 34.246.668.939,62) 
b. Realisasi Rp. 15.272.851.182,15 

s e l i s i h kurang (Rp. 49.519.520.121,77) 

(4) s e l i s i h anggaran dengan rea l i s a s i penerimaan pembiayaan 
sejumlah (Rp.479.105.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
a, Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 35.996.668.939,62) 

setelah perubahan 
b. Reali sasi Rp. 35.517.563.939,62 

s e l i s i h kurang (Rp. 479.105.000,00) 

(5) sel1 s i h anggaran dengan r e a l i sasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp, 1.750.000.000,00 

setelah perubahan 
b. Realisasi Rp. 1.750.000.000,00 

s e l i s i h IRP̂  0,00 

(6) Seli SIh anggaran dengan real1sasi pembi ayaan neto sejumlah 
(Rp.479,105.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
a, Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 34.246.668.939,62 

perubahan 
b. Reali sasi Rp. 33.767.563.939,62 

s e l i s i h kurang (Rp. 479.105.000,00) 

pasal 4 
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 
Tahun 2010 sebagai berikut : 
a. Jumlah Aset Rp. 1.500.392.012.945,82 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 285.287.177,00 
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.500.106.725.768,82 



pasal S 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai 
berikut : 
a. saldo Kas awal per 1 Januarl 2010 Rp. 35.196.668.939,62 
b. Arus Kas dari a k t i v l t a s operasi Rp. 87.367,284.960,42 
c. Arus Kas dari a k t i v i t a s aset Rp. 72.094.433.778,27) 

non keuangan 
d. Arus Kas dari a k t i v i t a s pembiayaan (Rp. 1.429.105.000,00) 
e. Arus Kas dari a k t i v i t a s non anggaran Rp. 0,00 
f . saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun Rp. 49.040.415.121,77 

20100 

pasal 6 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d 
Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara k u a n t i t a t i f maupun 
k u a l i t a t i f atas pos-pos laporan keuangan. 

pasal 7 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran peraturan oaerah i n i , t e r d i r i dari : 
a. Lampiran I 

Lampiran I . l 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 
Lampiran 1.6 
Lampiran 1.7 

Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 

Lampiran I.10 
Lampiran I.11 

Laporan Realisasi Anggaran ; 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi ; 
Ri nci an Laporan Reali sasi Anggaran menurut 
Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 
Pendapatan, Beianja dan pembiayaan ; 
Rekapi t u l a s i Reali sasi Anggaran Bel anja Daerah 
menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi. 
Program dan Kegiatan ; 
Rekapltulasi Realisasi Anggaran Beianja Daerah 
untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara ; 
Daftar Piutang Daerah ; 
Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah ; 
Daftar Reali sasi Penambahan dan pengurangan 
Aset Tetap Daerah ; 
Daftar Reali sasi Penambahan 
Aset Lainnya ; 
Daftar Kegi atan-Kegi atan 
Diselesaikan sampai Akhir 
Berikutnya ; 
Daftar Dana cadangan Daerah ; 
Daftar Pinjaman daerah dan obligasi Daerah 

dan pengurangan 

yang 
Tahun 

Be1um 
Anggaran 

b. Lampiran I I 
c. Lampiran I I I 
d. Lampiran IV 

Neraca ; 
Laporan Arus Kas ; 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Pasal 8 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
C2) t e r d i r i dari : 
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah i n i . 
b. I k h t i sar Laporan Keuangan Badan usaha Mi 11k Daerah/perusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran vr peraturan Daerah i n i . 

Bupati Pacitan menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian 
lebih l a n j u t dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

pasal 10 
Peraturan Daerah i n i mulai beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Pasal 9 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 5 Agustus 2011 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
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